PENYELESAIAN KETENTUAN PIDANA YANG TERDAPAT
DALAM UU NO.14 TAHUN 1992 BERKAITAN DENGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menvelesaikan
Pendidikan Program Strata-1 Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Huokum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang

Oleh ;

RIZKI LAILA WASTI
BF. 04.940.072

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No. Reg. 140/PK IV/X1/2008

{4 -
TENGGAL :
| FOMOR Bl h_ZJu;ruf,

e




PENYELESAIAN KETENTUAN PIDANA YANG TERDAPAT IPALAM
U MNOUI4 TAHUN 1992 BEREKAITAN DEMNGAN PELANGGARAN
LALL LINTAS ANGEKUTAN JALAN IM WILAYAH HUKUM
POLTABES PADANG
(RTZKT LATLA WASTL 04.940.072, Fakuitas Hukum Universitas Andalas,
PK IV (Hukum Pidana), jumlah 63 halaman, tahun 2008}

ABSTRAK

Masalah lalu lintas vang dihadapi dewasa ini, terutama di kota-kota besar
antara lain discbabkan karena meningkatnys  sarana sngholan yang  fidsk
diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya vang nemadai, scria
pengaturan lalu lintas vang baik. Sementara itu, jumlah kendaraan  teros
meningkat. Akibatnya terjadilah kemacetan, pelanggaran lalu lintas, bahkan
membawa kepada hal yanpg sanpat Taal vaitw keregian kepada matenl dan
kematian. Untuk mengantisipasi hal-haf terschut, maka kelvarlah Undang-undang
MNomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU-LLAT). Dari latar
belakang terschut di atas, maka timbullah permasalshan yang perulis jadikan
pembabasan pokok dalam skripsi ini, vaitu bagaimana Ketentuan pidana yang
terdapat dalam UU-LLAJ berkaitan dengan pelarggaran lala fintes angkulan jalan,
bagaimanaran penyelesaian pelangparan falu lintas angkwian jzlan di wilayah
hukum Poltabes Padang, serta bsgsimanakah kendsla yang dibadapi dalam
penvelesaian pelanggoran lalu lintzs angkutan jalan di wilayah hukum Poltabes
Padang. Untuk menjawab pertanyasn tersebut, penelilian vang digunekan adatah
pendekatan yuridis sosiclogis. Jenis data terdiri dari data primer dan data
sekunder. Teknik penguimpulan dota adslak stodi delumen dan wawancara,
kemudian data tersebil diolah dan dianadisis secara kuzlitatif. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembabasan yeng penulis lekukan dapat dizmbil kesimpulan hahwa
ketertuan pidana terhadep pelanggaran lalu iietas anskutzn jalan ciztur dalam
Pasal 54 =ampea dengan Pasal 67 UL-LLAJ yeng menetapkan tentang sanksi
pidena kurunpan atou pidana denda. Penvelesaian pelangparan laln lintes
anghutan jalan secara prosedumya melalui pentlangan aleh polist dan seterusnya
putusan teraxhir berada pada Penpgadilan WNegeri Padang, Adapun kendzla vang
dihadapi adalah belum sepenuhnya pemakai jalan mengetahui secarn menyelurul
tentang LU-LLA) serta masih lemah dan belum tegasnya tindakan hokum yang
dilakukan oleh penegak hokum terbadap pelangrar lalu hnws, Dare nasil
penclitian yvang telah penulis lakukan, maka penulis mengemukakan saran apar
ketentuan-ketentnan vang fecdspat dalem UE-LLAT dapat diluksanalion sucars
tepas kepada masvarskal pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam
perundang-ungangan tersebul, supaya UU-LLAJ diterapkan secara konsisten
terhadap pars pelanpgear falo lintas angkutan jalan, dan dihsraphkan agar
pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan dan
kcamanan para pemakal jalan.



BAD I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Kendaraan dan pengemudi merupakan sebagian unsur pukok dalam
penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, teitib, teratur, nyaman dan
efficien, serla mampu memadukan moeda transpeniasi lainnya yang menjangkan
seluruli pelosok wilayah daratan. Hal it jupa untuk menunjang pemeratsan,
nertumbihan dan stabilitas sebagai pendotong, pengperak  dan  penunjang
pernhangunan nasional, dengan biaya yang terjangkay oleh daya beli masyarakat

Di samping im kedudukan dan peranan kendaraan maupun pengemuidi
juga inenyangkut Bajat hidup seluruh  lapisan masyarakel, [erutama vang
menyangkut  perwuindas  keseimbangan  perkembangan antac dacrah  dan
pemerataan :asil-hasil pembangunan secara hasional, seria untuk mendukung
kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuzn dan kesatuan banpsa dalam rangka
mewujudkan  sasaran-sasaman  pembanguban musional  menuju  masyvaraket
[mdonesia yenp adil dan makmur berdasarken Pancasila dan Undang-undang
rasar Tahun 1945,

Dalam kedudukan dan peranannva seperli itu, maka pengaturan dan
pembinaan kendaraan maupun pengemudi tidak hanya dilihat dan kepentingan
pengemudi kendaman  bermotor semala. mnamun lebih  dimaksudkan  untuk
pencapaian tujuan keamanan transportasi jalan. Pemerimah maupun pihak yang
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berwenang mempunyai tugas dan kewajiban uniuk melakukan pengaturan dan
pemibinaan kendaraan maupun pengemudi yang diarahkan untuk petcapaian
tujuan penvelenggaran transportasi jalan dan permbangunan nasional.

13 dalamn pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Talun 1592 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan babwa:

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan
bermotor di ielan wajib: (@), mampu mengemudikan kendarsan dengan
wajar: (b}, mengutamukan keselamatan pejalan kaki; (¢). menunjukkan
curat tanda bukti kendarszn bermotor, atau surat tanda coba keadaraan
hermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lalus uji, atau tanda buki
lain yang szh (dalam hal dilakukun pemeriksaan), {d). mematubi kelentuan
tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marks jalan, alat pemberi isyarat
lalu lintas, waktu kerja dan wakiu istirahat pengemudi, werskan Jalu lintas,
berhenti dan parkir, persyaratan toknis dae laik jalan kendaraan bermotor,
penggunaan kendaraan becmoter, peringatan dengan bunyi dan sinar,
kecepatan maksimum danfatau minimum, tata cara mengangkut orang dan
herang, tata cara penggandengan dan penempelan denpar kendaraan lain;
fe). memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermaotor roda
cinpat atau lebib, dan memperguazken helm papi peagemudi kendaraon
bermotot oda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat
atn lehih yang tidak ditengkapi dengan rumeh-nzmah.

Masalab lalu lintas vanp dibadapt dewasa ini, teratama di kote-koia hesar
.ntarn lain dischabkan karena meningkainys  sarani anghutan  yang tidak
diimbangi  dengan  penvediaan  prasarana iolan raya yang memadai seria
pengaturan lalu Jimtas yang boil. Sementara it jumlah kendaraan yang
menggunzkan jalan rays ens meninekat, dan adanys pengendara kendusasn
bermotor vang lidak mematnhs cambu-rembu lalu lintas jalan, mergakibatkan

terjadinva kemacewan dan kecelnkuon lale linas vang dapat dikatakan sucah rutin
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terjadi di kota-kota besar. Keadaan ini semakin rawan karena mentalitas pemuka
jaian raya kurang disiplin dan kurang bertanggung juwsll::-'

Pelanggaran lalu lintas dapat digolongkan kepada: (a). pelanggaran bl
lintas  bergerak  {(moving  violarion), misalnya pelanggaran  kecepatan;
(b). pelanggaran laly lintas berhenti (standing violation), misalonya inelangoar
rambu larangan berhenti; (o). pelanggaran tulu lintas lainnya (other vielation),
misalnya tidak memiliki surat izin mengemudi.”

Salah satu penangpulangan terhadap panppuan tersebut di atas adalan
dengan nenegakan hukum, lbaik berupa tindakan edukaif, prefentf maupun
represif, kesemusnya bermuara dan berlujuan merdidik masyarakal untek tas
pada persturan dan sopan santun dalam lalu lintas. Adapun pibak vang berhak
melakukar penvidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik hudoresia, Pejabat
Pegawal Meged Sipil tertentu di lingkungan deparlemen yang lingkup tugas dan
tangpung jawszkbnya melipui pembinsan dibidang lale lintas dan angkutan jalan.
Para pibak ini diberi wewenang khusus selagal penyidik schagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat {1) Undarg-undang Nomor § Tahun 1981 temang Hukum
Acara Pidana, yang menyatakan;

Penvidik adalah: (a). Pgjabat Polisi MNegara Republik  Indonss::

(b}, Pejabat Pepawai Negeri Sipil tertenta yang diber] wewenang khusus

oleh undang-undang-

Polisi Negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam vndang-undang

terschul adalah setiap anggota Kepolisian Negara Repubiis Indonesia yang

' Seerjone Sockiito, {14900, Polisi dan Latu Lirtas, Bandung: Mandar Majuy, sl 7-H.
- hnpdfiatim,polri.cod. Pelaksanagn Teta Cara Pemyclesaian Pelanpgaraen Laly Linter Jalan
derisran Titang, diskses tanggal 15 Marct 2008 pukul L5.03 wiks,
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dilengkapi dengan surat tugas. Scdangkan Pegawai Negen Sipil yang dimaksud
adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan
surat tupas, Tugas tersebul adalah dalam rangka melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang lalu lintas angkutan jalan. Penyidikan dan penindakan dilakukan
terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Guna mengatasi permasalaban di atas, pemerintah men peluarkan peraturan
dibidang lalu lintas yaitu Undasg-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UT-LLAJ). Undang-undang ini
diberlakukan schagsi pengganti Undang-undang MNowor 3 Tahun 19635 tentang
Laly Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang tdak relevan dan tiak sesuai lagm
dengan kehutuhan, Untuk memperkual, mempericgas dan mempernelas UU-LLAL
maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentany Anghkutan
jeien, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun §993 tontang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalap, Peraturan Pemeriniah Nemor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas falan dan Peraturan Pemerintah Momor 44
Tahun 1992 teptang Kendaraan dan Pengemudi. Peraturan yang dilasiikan
lersebut diharapkan dalam pelaksanzannya cukup luwes dan memadai. Dengan
demikian selalu dapat mengikuti perkembangan zaman din senantiasa dapsl
mengatasi permasatahan yang timbul dibidang lalu Tintas dan angkutan jalan reya.

Diengan keluamya UU-LLAJ, Peraturan Pemerintah Nomor 41, 42, 43 dan
44 Tahun 1993, hal ini tentunya bertujuan untuk dapal menyelamatkan seluruh
pengguna jalan raya, dan seharusnya pula membust para pengeuna jalan akan

bih mematuhi peraturan lalu linias. Mamun delam kenvataannya masib ada
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masyarakal yang awan terhadap bukum, para ghli hukum baik dan kelangan
pemerintah (lembaga eksekutif), lembaga legislatil maupun praktisi hukum
sebapai wadah yang berkompeten tethadap terbentuknya sebuan  peraturan
perundang-undangan, masih saja melanggar peraturan.

Sebapai contoh dart pelanggaran lalu lintas yang terjad: di kota Padang
yaitu sopir angkot yang selalu ugal-ugalan di jalan raya vang dapat menimbulkan
Letidaknyamanan penumpang dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Dalam hal
ini upaya yang dilakukan oleh Satlantas Poitahes Padanp yaitu memberikan
teguran secara langsung maupun meickukan penyuluhan dan penindakan terhadap
pelanggaran yvang dilakukan rersebut,”

Akibat dari perbuatan yaeg melanggzar hukum lahirlah ketenluan pidans
terhadap para pelangear lersebut dengan pidana dends Denda dalam perkara
nidana dapat diganti dengan pidana kumngan jika tidak dibayar, Ketentuan pidana
denda terhadep pelanggar lala Tintas jalan diatur dalam Pasal 54 sampai dengan
Pasal 67 ULI-LLA.

Melihat pentingnya undeng-undang lentang peraturan lalu lintas dalam
mengatur dan menyelamatkan pengguna jalan vang telah penclis kemukakan di
slas, maks permasalehan yang akan dibahas daiam skripsi ini adulah bagaimana
penyelesaian kelenfuan pidana yang terdapat dalam UL-LLAJ berkaitan dengan
pelanggaran lalu dimas anghkutan jalan yang dilakukan eoleh pejabat yang
berwenang. Berkaitan dengan latar belakang vang telah penuiis kemukakan di

atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitar sens

' padane Ekspres, 15 Maret 2008 hal. 11,



mengkaji persoalan-persoalan dengan judul: “Penyelesaian Ketertuan Pidana

vang Terdapat dalum UU No.14 Tabun 1992 Berkaitan dengan Pelangraran

Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukom Poltabes Pedang”.

B.

Perumusan Masalah

Berlitik tolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dan

dikaji dalam penclitian ini, sebagai berikue:

1.

Bapaimana ketentuan-ketenivan pidana yang terdapat dalem UU-LLAI
herkaitan dengan pelanggaran falu Entas angkutan jalan!

Bagaimanakah penyelesaiun pelanggaran lalu lintas angkutan jelan &1 wilayah
hukum Poltabes Padang?

Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penyelesalan pelanzparan lalu

lintas anpkulan jatan di wilayah hukux Poltabes Padang?

Tujuan Penelitian

Tujuar penclitian yang hendah dicapai adalah:

. Tujuan umum

Disjukan schagai svarat wntuk mempercleh gelar Sajann Hukum pada
Fakulias Flukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang.

Tujuan Fhusus

Hasil penclitian ini diharapkan dapat dignnakan:

4. Untuk mengetahui bagamana keientuan-kewentuan pidana yang lerdapat

dalam UU-LLAJ berkaitan denpan pelanggaran laio lintas anghutan jalan,



BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan

Secara tepas UU-LLAJ dan peraturan pemerintah telah ditetapkan scluruh
Indonesia.  Ketentuan-ketentuan  terscbut  berfujusn unick  dapat
menyelamatian para pemakai jalan, $leh karena iu, ketentuan-ketentuan
pidana terhadap peramran lalu lintas jalan berpedoman pada UU-LLAJ dan
peraturan pemerintah yang berhubunpgan denpannya. Kewerntfuan-ketentuan
tenlang sanksifancaman pidana terhadap pelangoaran lale lintas angkuian 1alan
diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 67 UU-LLAJL, yeng menetapkan
tenwang sanksi pidans kurungan atau pidana denda bagi pelangger laiu lintas
angkutan jalan, Dalam kenyataannya besar pidana denda bagi pelanggar lalu
lintas angkuten jalan tidaklab sebesar vang tertera dalam UU-LLAJ. Besamya
nidana denda fergantung pada penetapan oleh Jaksa, Polisi dan Hakim pada
masing-masing  wilayah yang melakukan musyawarah  bersama DPRD
masing-masing daerah untuk menstapkan sanksi pidans, Sedangkan dalam
kasus pidanz kurungain belum permak terjadi, karena pidana kurungan
merepakan pidana subsidair dar pidana denda

Penyelesaian pelanggaran labu linlas angkutan jalan i wilayah bukum
Poltabes Padang dilakukan oleh pibak vang terkait, melalui teguran dan bukii
pelanggaran (tilang) yang dilukukon oich polizi lalu linizs, Sanksi pidana
dalam penvelcsaian pelanggaran melalui tilang dibagi dua vaitu pidana denda
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dan pidona kerungan. Dalam pemjatuban pidena karuneaen akan difakukan
apabtla pelanggar tidak dapat atau tidak mampu membavar denda yang welah
ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Nepen Padang. Pada umumnys pidasnn
yaniz dijatubkan terhadap pelanggar lalu lintas angkutan jalan adalah pidana
denda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim, yaiiv bahwa penjatuhan
pidana denda memberikan banyak segi-segi keadilan bagi si pelangpar.

Fendala yang dibadapi dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas angkutan
jalan di wilayah hukum Poltabes Padang pada dasamyva dibagi kepada kendala
yurdis dan kendala sosiolopis. Kendala secara yuridis secara garls bosarnya
Jdisebabkan karena belum semua pemakszi jalan mengatabui tentang undang-
undang dan peraturan-peraturan vang berkaitan dengen lalu limas jalan, sena
masih Jemah dan beluem tepasnya tindakan hokum yang dilakukan oleh
penepak hukum terhadap pelanggar lalu [Entaz. Kendala yvang dibadapi juga
terdapat pada penjatuhan sanksi pidananya, vaito dalam hal pudana kerungan,
pelangear Tale lintas arcketan jalan lebil memilibh pidana denda duripada
pidana kurungan. Hal ini disebabkan karena pelacgparan yang dijakukannya
adalah pelanggaran ringan. Sedangkan pidana denda, dalam penjatuban sanksi
pidananya masih banyak juga para pelangpae yanp tdak membayar denca
tepat pada wakiu yang telab ditentukan oleh hakim. [hlihat dari kendala secara
sosinlogis, kendala venp dihadapi yaitu masih rendahnya kesadaran hukmum
masvarakat yang merupakan nilai kesadaran vang terdapat dalam diri manusia

tntuk menaati hukem yang berlaku.
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